
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 12  TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 13

TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA ANOM KOTA

BANJAR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJAR,

Menimbang : a. bahwa  dengan  berlakunya  Peraturan
Pemerintah  Nomor  58   Tahun  2005  tentang
Pengelolaan  Keuangan  Daerah,  maka  Pemerintah
Daerah dapat  melakukan  penyertaan  modal  pada
setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan
keuangan daerah; 

b. bahwa  penyertaan  modal  dimaksudkan  untuk
meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat dan
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); 

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut
pada  huruf  a  dan  b         di  atas,  maka  perlu
dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kota  Banjar  Nomor  13  Tahun  2006  tentang
Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) Tirta Anom Kota Banjar. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962
Nomor  10,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor
2901);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak  Daerah  dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kota Banjar  di  Provinsi  Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor  130,  Tambahan  Lembaran Negara  Nomor
4246);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2003  Nomor  43,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang
Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN)  (Lembaran
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Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);

6. Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia  Tahun  2004  Nomor   5,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor  53,  Tambahan  Lembaran  Negara  Nomor
4389);

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan  Pengelolaan  dan  Tanggungjawab
Keuangan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  66,  Tambahan
Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
4400);

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2004  Nomor  125,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana  telah  dirubah   dengan  Peraturan
Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  Nomor  3
Tahun  2005  Nomor  38,  Tambahan  Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  4493)  yang
telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun  2005  Nomor  108,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan  Keuangan  antara  Pemerintah  Pusat
dan  Pemerintah  Daerah  (Lembaran   Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90);

11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan (Lembaran  Negara Republik Indonesia
Tahun  2004  Nomor  131,  Tambahan  Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 4441);

12. Peraturan Pemerintah Nomor  65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2001  Nomor  119,  Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4139);

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2004
tentang  Penambahan  Penyertaan  Modal  Negara
Republik  Indonesia  ke  dalam  Modal  Saham
Perusahaan  Perseroan  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4);

14. Peraturan Pemerintah Nomor  10 Tahun 2004
tentang Pendirian Perusahaan Perseroan dibidang
Pengelolaan  Aset   (Lembaran  Negara   Republik

2



Indonesia Tahun 2004 Nomor 23);
15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  58  Tahun  2005

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara   Republik  Indonesia  Tahun  2005  Nomor
140,  Tambahan  Lembaran  Negara  Tahun  2005
Nomor 4578);

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007
tentang  Pembagian  Urusan  Pemerintahan  antara
Pemerintah,  Pemerintahan  Daerah  Provinsi  dan
Pemerintahan  Daerah  Kabupaten/Kota  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4737); 

17. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  13
Tahun  2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan
Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 11 Tahun
2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran
Daerah Kota Banjar Nomor 11       Tahun 2007).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJAR
DAN 

WALIKOTA BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN  DAERAH  TENTANG  PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR  13  TAHUN 2006  TENTANG  PENYERTAAN
MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM (PDAM) TIRTA ANOM KOTA BANJAR

Pasal I

Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 13 tahun
2006  Tentang  Penyertaan  Modal  Daerah  pada  Perusahaan  Daerah  Air
Minum (PDAM) Tirta  Anom Kota Banjar  (Lembaran Daerah Kota  Banjar
Tahun 2006 Nomor 13 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pada Pasal 1 diubah 2 angka, yakni angka 3 dan angka
4 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 
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Pasal 1

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintah daerah.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjar. 

2. Ketentuan Pasal 3 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat
(4), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai  berikut :

Pasal 3

(3)Nilai penambahan penyertaan modal daerah untuk Tahun Anggaran
2007 sebesar                          Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima
puluh juta rupiah). 

(4)Dengan adanya penambahan penyertaan modal daerah sebagaimana
dimaksud pada    ayat (3), maka seluruh penyertaan modal daerah
kepada  Perusahaan  Daerah  Air  Minum  (PDAM)  Tirta  Anom  Kota
Banjar menjadi sebesar Rp.  1.550.000.000,-  (satu milyar lima ratus
lima puluh juta rupiah). 

Pasal  II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar  setiap  orang  mengetahuinya,  memerintahkan  pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota
Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 26 Nopember 
2007
WALIKOTA BANJAR
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H. HERMAN SUTRISNO.

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 27 Nopember 2007
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR

H. OOH SUHERLI
LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR
TAHUN 2007 NOMOR 12  SERI E 
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